
 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

KEPUTUSAN 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR : 171.1/Kep. 16 -DPRD/2020 
 

TENTANG 
 

USULAN TERHADAP BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN 

TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN PURWAKARTA 

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung hasil Laporan Tim Kajian 

Administrasi Publik Fisip UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 
mengenai tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, maka 

Pimpinan DPRD dipandang perlu untuk menetapkan 
usulan besaran tunjangan dimaksud, yang dituangkan 

dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten 
Purwakarta. 
 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
undang Nomor 26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4999); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 
 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150; 

 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 
 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
 

7. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

 
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembar Negara Republik Indoesia Nomor 4421); 

 
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemrintah Pusat dan 
daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Perundang-undangan (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
 

11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 182, Tambahan lembar Negara republik Indonesia 
Nomor 5568); 
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12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan daerah (lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentanfg Pemerintahan Daerah (lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
13. Undang-undang Nomor Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesi Nomor 2000 

Tahun 210, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang 
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,  tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 6178); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,  tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 

6197); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019,  tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 59 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 

Nomor 6197); 
 

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapakali diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 
Tahun 2012 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah 9lembar Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 155, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 5334); 

 
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630); 
 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembnar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1); 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); 
 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 

dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 4);  
 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12).  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : 
 

 

PERTAMA : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta tentag 

Usulan Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta; 

 

KEDUA : Substansi Materi Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten 

tersebut pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputrusan ini;  
 

 

KETIGA : Mempersilahkan kepada Saudari Bupati untuk menetapkan 

Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta dengan mengakomodir 

Lampiran Keputusan ini;.  
 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 

 
 

 

Ditetapkan di Purwakarta 

Pada tanggal, 30 Desember 2020 
 

PIMPINAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

 

KETUA, 
 

 
 

H. AHMAD SANUSI 
 
 

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA 

 
 
 

 
SRI PUJI UTAMI  

 
 
 

 
NENG SUPARTINI P, S.Ag 

 
 
 

 
WARSENO 

Tembusan :  

1. Yth. Bupati Purwakarta; 

2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta. 

 ttd 

ttd ttd ttd 


